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ABSTRAK 
 

Situs budaya dalam kasus ini sebagai objek sejarah dilindungi dan dihargai sebagai 
asset dunia ini dengan nilai yang amat tinggi dalam hukum internasional terutama 
hukum humaniter internasional melalui konvensi-konvensi dan institusi-institusi yang 
ada di dunia. Namun beberapa orang lupa akan kewajiban dan dengan sengaja merusak 
objek-objek tersebut, meskipun mereka sadar akan kewajiban bahwa suatu negara dan 
suatu masyarakat wajib untuk menjaga objek sejarah yang ada. Konvensi Den Haag 
Tahun 1954 (The Hague Convention 1954) menyatakan bahwa pengrusakan atas objek 
sejarah ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam hal 
ini Syria menjadi salah satu negara partisipan Konvensi Den Haag 1954 dan juga 
sedang mengalami konflik bersenjata di negaranya yang mengakibatkan hancurnya 
banyak situs budaya seperti kota tua Palmyria. Adapun rumusan masalah yang akan 
dibahas di dalam skripsi ini adalah Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan 
situs kebudayaan akibat konflik bersenjata di Syria dan efektifitas perlindungan situs 
budaya di Syria. Untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Konvensi 
Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Situs Kebudayaan Dalam Konflik Bersenjata di 
Syria”, skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian normatif. Hasil 
penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya Konvensi Den Haag 
disebabkan oleh beberapa pasal yang sangat mendasar dan bahkan tidak menjadi 
kewajiban bagi anggota-anggota konvensi Den Haag 1954. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Warisan budaya didefinisikan sebagai warisan kekayaan budaya yang diberikan 

secara turun-temurun untuk dipertahankan dan selanjutnya diwariskan kepada generasi 

yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari 3 bagian yaitu warisan budaya berwujud, 

warisan budaya takbenda, dan warisan budaya alamiah. Warisan budaya mencakup 

semua situs kebudayaan berwujud , misalnya  situs kebudayaan bergerak, situs 

kebudayaan tak bergerak dan situs kebudayaan yang ada di bawah laut. Warisan 

budaya tak benda mencakup pengetahuan dan teknik serta alat, kerajinan dan tempat 

budaya yang terkait denganny. Tercakup pula di dalamnya representasi, ekspresi dan 

praktik yang dapat dikenali oleh komunitas, kelompok dan, individu sebagai bagian 

dari warisan budayanya.  Selain itu, warisan budaya tak benda meliputi tradisi dan 

ekspresi lisan, seni dan bahasa, praktik sosial, ritual dan perayaan, pengetahuan dan 

praktik tentang alam dan semesta, serta pengetahuan yang terkait dengan kerajinan 

tradisional. Warisan budaya Alamiah mencakup semua monumen alam yang dapat 

terdiri dari berbagai formasi fisik dan biologis.  Warisan budaya alamiah mencakup 
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formasi geologi dan fisiografik dan area dimana keanekaragaman hayati flora dan 

fauna berkembang.1 

 

Sejak akhir Perang Dunia Kedua, terutama selama 20 tahun terakhir, kesadaran 

internasional tentang pentingnya situs kebudayaan dan kebutuhannya akan 

Perlindungan telah berkembang, sebagian besar karena seringnya terjadi serangan 

warisan budaya di masa damai atau dalam konflik bersenjata, dengan konsekuensi yang 

berdampak baik bagi negara yang bersangkutan maupun seluruh umat manusia.2 

 

Perang  merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu konflik atau masalah 

yang ada baik itu masalah internal maupun eksternal dalam suatu pemerintahan atau 

kekuasaan.3 terutama jika terjadinya kesenjangan sosial dan krISIL ekonomi maka 

timbulah ketidak stabilan dalam sistem pemerintahan yang  memicu peperangan seperti 

yang terjadi di Syria pada tahun 2011 kemarin yang dipicu oleh cara penangan yang 

kurang baik oleh pemerintah Syria dalam pengawasan unjuk rasa dengan membunuh 

para demonstran. 

 

                                                
1 Papaioannou K. 2017. THE INTERNATIONAL LAW ON THE PROTECTION OF 

CULTURAL HERITAGE. IJASOS- Int. E-journal Adv. Soc. Sci. Hlm.258 ; Putra AK, Sipahutar B, 
Iswenanda V, Daud SM. 2019. Legal Protection of Cultural Objects in the Armed Conflict. Jambe Law 
J. 2. Hlm.83 

2 Mottese E. 2018. Preventive measures in the council of europe convention on offences 
relating to cultural property: An overview. Santander Art Cult. Law Rev. 4. Hlm.122 

3 Brustolin V. 2019. Criteria for defining war, terrorism, and guerrilla warfare based on 
clausewitz’s concepts of the nature and essence of war. Rev. da Esc. Guerr. Nav. 25 Hlm.651 
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Perang yang terjadi ini juga selain memakan korban yang sangat besar terjadi pula 

pengrusakan fasilitas umum dan juga situs kebudayaan. Situs kebudayaan merupakan 

merupakan suatu citra pengekspresian manusia terhadap haknya atas kebebasan, 

agama, mengemukakan pendapat, berserikat dan hak atas pendidikan.  Dikarenakan itu 

pengrusakan atas suatu situs kebudayaan bukan lah masalah yang hanya berlaku 

sectoral atau local bagi pemerintahan yang berdaulat di area kawasan situs tersebut 

melainkan ini adalah masalah dan tanggung jawab penting kita sebagai manusia dalam 

menjaga dan merawat situs tersebut.4 Praktik penghancuran situs kebudayaan ini sering 

dilakukan sebagai alat peneror dan pemusnahan identitas suatu kelompok yang terikat 

dengan situs tersebut yang mana dapat menyebabkan mereka kehilangan keberadaan 

rumah yang sebelumnya mereka tinggali.5  

 

 Rusak nya situs kebudayaan dalam konflik bersenjata biasanya terjadi dikakibatkan 

oleh kelalaian tindakan militer saat peperangan. Tetapi selain itu sebagian besar 

pengrusakan situs yang terjadi di Syria diakibatkan oleh akusisi militer di daerah 

tersebut yang diikuti oleh aksi penggalian, konstruksi benteng pertahanan  dan 

penempatan tank di tiap lapis situs kebudaayan. Seperti di ebla dan apamea sebenarnya 

aksi militer seperti ini sudah dilarang dalam  pelarangan aksi peperangan yang di 

                                                
4 Matthews R, Rasheed QH, Palmero Fernández M, Fobbe S, Nováček K, Mohammed-Amin 

R, Mühl S, Richardson A. 2020. Heritage and cultural healing: Iraq in a post-Daesh era. Int. J. Herit. 
Stud. 26, Hlm.122 

5 Cunliffe E, Muhesen N, Lostal M. 2016. The Destruction of Cultural Property in the Syrian 
Conflict: Legal Implications and Obligations. Int. J. Cult. Prop., Hlm.2 
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tujukan kepada situs kebudayaan dan daerah sekitarnya untuk tujuan yang dapat 

menyebabkan kerusakan dan penghancuran situs kebudayaan. Walau sebenernya 

tindakan tersebut masih diperbolehkan dalam keadaan militer yang mendesak. 

 

Kasus pencurian artifak situs kebudayaan juga terjadi, pencurian artifak ini 

dilakukan  oleh pihak-pihak bersenjata yang terdapat di daerah tersebut yang terdiri 

dari ISIL, Regim Syria, Pasukan Kurdish dan pihak opposisi6 sebenarnya kasus 

pencurian artifak situs kebudayaan seperti sering terjadi tidak hanya dalam konflik 

bersenjata tetapi juga terjadi disaat damai tanpa konflik tetapi konflik bersenjata juga 

menjadi faktor meningkatnya tindakan seperti ini dikarenakan artefak-artefak tersebut 

dapat di jual dan menjadi sumber dana untuk kebutuhan militer. 

Situs-situs yang terdampak di Syria ini antara lain : 

NO. Situs kebudayaan Penyebab kerusakan Daerah penguasaan dalam konflik 

1 Makam kuno Palmyra Akusisi Militer Pemerintah Syria 

2 Museum Arch of Triumph Akusisi Militer Pemerintah Syria 

3 Allepo Akusisi Militer Pemerintah Syria 

4 Ebla Akusisi Militer Pasukan Oposisi 

5 Appamea Akusisi Militer Pemerintah Syria 

6 Benteng Krak des Chevaliers Akusisi Militer Pemerintah Syria 

                                                
6 Casana J. 2015. Satellite imagery-based analysis of archaeological looting in Syria. Near 

East. Archaeol. 
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7 Baziher Penggalian illegal Pemerintah Syria 

8 Tell Bi’a Penggalian illegal Negara Islam Irak dan Syam 

9 Qinnesrin Penggalian illegal Pasukan Oposisi 

10 Mefesh Sheikh Hassan Penggalian illegal Negara Islam Irak dan Syam 

11 Sheikh Hammad Penggalian illegal Negara Islam Irak dan Syam 

12 Mari Penggalian illegal Negara Islam Irak dan Syam 

13 Dura Eurporos Penggalian illegal Negara Islam Irak dan Syam 

14 Tell Ashi’ai Penggalian illegal Pasukan Oposisi 

15 Tell es-sinn Penggalian illegal Negara Islam Irak dan Syam 

16 Tell Husen Penggalian illegal Negara Islam Irak dan Syam 

17 Tell Garmiz Penggalian illegal Negara Islam Irak dan Syam 

18 Tell Leilan Penggalian illegal Unit Perlindungan Rakyat Kurdi 

19 Tell es-sous Penggalian illegal Pasukan Oposisi 

 

 Penghancuran, perusakan dan pencurian yang terjadi dalam konflik bersenjata 

Syria ini diatur di berbagai hukum internasional yang di dasari oleh Konvensi Den 

Haag 1954 tentang proteksi situs kebudayaan dalam konflik bersenjata dan juga 

beberapa adendum protokol pertama pada tahun 1954 dan protocol kedua pada tahun 

1999 yang melengkapi konvensi den haag tahun 1954. Pencurian artefak situs 

kebudayaan juga masih berkaitan dengan konvensi UNESCO tahun 1970 yang 

mengatur perdagangan import, export illegal dan aksi pemindah tanganan hak 
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kepemilikan atas artefak kebudayaan.7 Selain diatur dalam konvensi hukum 

internasional tindakan tersebut juga berkaitan dengan hukum adat/kebiasaan 

internasional yaitu hukum HAM internasional (IHRL) dan perjanjian internasional 

tentang ekonomi, sosial dan hak kebudayaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul dan 

perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah : 

1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan situs kebudayaan akibat 

konflik bersenjata di  Syria  ? 

2. Mengapa implementasi perlindungan situs budaya di Syria tidak berjalan secara 

efektif  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari  latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebut di atas maka tujuan 

penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut: 

1. Menganalisis pelaku-pelaku yang bertanggung jawab dalam perusakan 

situs kebudayaan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata di Syria; 

                                                
7 Schneider M. 2016. The 1995 UNIDROIT convention: An indispensable complement to the 

1970 UNESCO convention and an inspiration for the 2014/60/EU directive. Santander Art Cult. Law 
Rev. 2016 Hlm.151 
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2. Untuk mendiskripsikan alasan-alasan tidak efektifnya perlindungan situs 

kebudayaan di syria. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap hal-hal berikut ini : 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif  bahan ajar 

terkait pentingnya perlindungan situs kebudayaan; 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti  

hukum lainnya yang tertarik dengan bidang penelitian yang sama, yaitu 

Perlindungan situs kebudayaan.  

2. Manfaat Praktis : 

a. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  serta 

memotivasi para pelaku hukum dan lembaga terkait  berkenaan  dengan 

perlindungan situs kebudayaan di dunia; 

b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada PBB, Unesco, serta 

Organisasi internasional lainya yang terkait dalam rangka melindungi 

situs kebudayaan dunia dari perang, ancaman penyerangan maupun 

ancaman pengrusakan lainnya, dan dapat memberikan masukan kepada 

organisasi-organisasi internasional tentang pentingnya perlindungan situs 

kebudayaan dunia. 
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E. Ruang Lingkup 

Agar pembahasan permasalahan penelitian ini jelas dan terarah maka ruang 

lingkupnya dibatasi hanya pada perlindungan situs kebudayaan dalam konflik 

bersenjata yang terjadi di Syria dan apa saja aksi yang dapat dilakukan terhadap 

perlindungan situs kebudayaan yang diatur dalam konvensi den haag 1954 seperti 

merusak, menghancurkan dan pencurian yang di tujukan kepada situs kebudayaan 

secara sengaja maupun tidak sengaja. 

 

F. Kerangka Teori 

 Sebagai landasan berfikir  dalam membantu penulis dalam menentukan arah dan 

tujuan penelitian serta  untuk mengkaji permasalahan yang di amati dan agar mendapat 

jawaban yang dapat diandalakan maka diperlukan kerangka teori. Bertitik tolak dari 

hal sebut maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan 

terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori  tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Teori Hak Asasi Manusia 

Suatu situs kebudayaan baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak merupakan suatu sikap tindak dalam menunjukan ekspresi atas hak asasi 

manusia atas kebebasan, beragama, mengemukakan pendapat, berserikat dan hak atas 

pendidikan. Dasar inilah yang menjadi alasan dibuatnya konvensi den haag 1954  yang 

timbul dari perang dunia kedua dimana negara-negara dalam perjanjian ini sepakat 

bahwa pengerusakan atas situs kebudayaan yang dimiliki siapapun sama saja 
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pengrusakan terhadap warisan budaya manusia karena setiap orang berkontribusi atas 

kebudayaan yang ada di dunia. Oleh karna itu perlindungan situs kebudayaan adalah 

hal yang wajib dilaksanakan oleh semua orang dan harus dilidungi secara 

international.8 

 

2. Pacta Sunt Servanda 

Hukum internasional pada hakikatnya didasari atas kebiasaan-kebisasaan 

internasional yang dianggap benar dan dilakukan terus menerus. Dengan meningkatnya 

intensitas hubungan hukum secara internasional diperlukan norma, aturan, atau hukum 

yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. 

Dalam konteks itu diaturlah pelbagai perjanjian internasional yang mengatur hubungan 

masyarakat internasional. , 

 

Secara fungsional perjanjian internasional dapat dibedakan antara treaty contract 

dan law making treaty. Treaty contract merupakan perjanjian seperti halnya perjanjian 

dalam hukum perdata. Dalam perjanjian ini pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian 

memiliki hak dan kewajiban yang sama, misalnya dalam perjanjian bilateral 

antarnegara tentang perbatasan dan perdagangan. Berbeda dengan Treaty Contract,  

Law making treaty merupakan perjanjian internasional yang berisi ketentuan atau 

kaidah hukum yang berlaku untuk masyarakat internasional keseluruhan. Contohnya 

                                                
8 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with 

Regulations for the Execution of the Convention 1956 
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adalah Konvensi Wina 1969 yang mengatur tentang Hukum Perjanjian Internasional 

dan Konvensi Hukum Laut 1982. 

 

Secara umum Pacta Sunt Servanda adalah keterikatan sebuah negara terhadap 

perjanjian internasional sebagai akibat dari kesepakatan dari negara tersebut dalam 

mengikatkan diri untuk tunduk pada perjanjian internasional. Tatkala suatu negara 

terikat pada perjanjian internasional, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku pada 

perjanjian tersebut berlaku juga untuk seluruh daerah tertorial negara tersebut. Asas ini 

merupakan norma dasar di dalam hukum perjanjian internasionak yang bertautan erat 

dengan asas itikad baik untuk menghormati atau menaati ketentuan dalam perjanjian.9  

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untu mempelajari suatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalISISnya, kecuali itu maka juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di 

dalam gejala bersangkutan.10 

Dalam penelitian ini  penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

                                                
 9 Situngkir DA. 2018. ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENEGAKAN 

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). hlm.155-156.  
10 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, 

hal. 37. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif  di gunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum 

normative ini merupakan suatu prose dalam menentukan aturan hukum, prinsip 

hukum, dan doktrin hukum dari sebuah isu hukum yang dihadapi guna 

mendapatkan jawaban.11 Penelitian hukum normatif memilik objek penelitian yang 

berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan berikut. 

 

a. Pendekatan Undang–Undang  

Pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah  

pendekatan yang berfokus pada penelaahan Undang-undang serta regulasi hukum 

yang berlaku dan bertautan dengan isu-isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan 

ini diterapkan untuk menjawab kedua masalah penelitian.  Dengan menerapkan 

pendekatan ini dapat dianalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan 

yang satu dengan yang lainnya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan 

perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan situs 

kebudayaan internasional di Syria dengan Konvensi Den Haag 1954 

tentangproteksi situs kebudayaan dalam konflik bersenjata, protocol tambahan 

pertama konvensi den haag 1954 protocol tambahan kedua tahun 1999 dan 

                                                
11Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, 

hlm. 35. 
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konvensi paris tahun 1970 tentang pelarangan dan pencegahan impor, ekspor dan 

pengalihan harta benda budaya secara ilegal. 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual adalah sebuah metode pendekatan yang mengacu pada 

prinsip-prinsip hukum. Prinsip yang dirujuk pada konteks ini dapat diperoleh dari 

pandangan pakar hukum maupun doktrin hukum yang diambil dari literatur, artikel 

ilmiah, catatan kuliah, dan sumber-sumber referensi hukum yang relevan dengan 

masalah penelitian ini.  

 

3. Jenis dan Sumber Hukum 

Dalam penelitian ini digunakan berbagai jenis dan sumber hukum yang relevan, yakni:  

a. Sumber Hukum Primer 

Sumber hukum ini diperoleh dari: 

1) Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded and 

sick in armed forces in the field of 12 august 1949 

2) Convention for the protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict, The Hague, 14 May 1954 

3) First Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict. The Hague, 14 May 1954 

4) Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural 

Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 26 Match 1999 
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5) Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 

Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris, 14 November 

1970 

 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Sumber Hukum Sekunder adalah Sumber hukum yang beracuan dengan sumber 

hukum primer. Sahan Hukum Sekunder, adalah sumber hukum yang 

mendeskripsikan dan melengkapi sumber hukum primer. Termasuk dalam sumber 

sekunder adalah artikel-artikel dalam berbagai media publikasi, buku, sumber-

sumber lain yang relevan dengan perlindungan situs budaya dalam konteks hukum 

internasional.  

 

c. Sumber Hukum Tersier 

Sumber Hukum Tersier, adalah bahan pelengkap yang menjelaskan sumber 

hukum primer dan sekunder yang relevan dengan masalah penelitian.  Tercakup 

dalam sumber tersier ini bahan-bahan referensi penunjang, penggunaan 

ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum yang 

releven.  

 

4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum 

Teknik pengumpulan sumber hukum yang akan digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan 



49 

 

hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan konvensi organisasi 

international. 

 

5. Teknik Pengolahaan Sumber Hukum 

Teknik pengolahaan sahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang – 

undangan yang ada hubungannya dengan peraturan hukum mengenai, perlindungan 

situs kebudayaan internasional, khususnya dalam perlindungan situs kebudayaan 

dalam konflik bersenjata. Setelah diperoleh bahan hukum yang relevan dilakukan 

pengolahan dengan mengklarifikasi sumber-sumber tersebut secara sistematis.   

 

6. Teknik Analisis Sumber Hukum 

Teknik analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik kualitative  yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam analisis ini berbagai 

sumber hukum yang relevan dijelaskan secara sistematis dalam pernyataan-

pernyataan yang ringkas, logis dan sistematis sehingga sehingga memudahkan 

dalam interprestasi data untuk menjawab masalah penelitian.  

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Pola piker deduktif diterapkan dalam penelitian ini, yakni dengan bertolak dari 

kondisi yang umum menuju ke kondisi yang khusus.   
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8. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini secara sitematis dibagi dalam 4 bagian, 

yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasabn, dan Penutup.  

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bagian ini terdapat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meliputi uraian tentang Tinjauan Pustaka  yang terkait dengan Perlindungan 

situs kebudayaan internasional dan Perlindungan situs kebudayaan internasional dalam 

konflik bersenjata. Tinjauan pustaka mengenai Perlindungan situs kebudayaan 

internasional. Tinjauan Pustaka mengenai Perlindungan situs kebudayaan internasional 

dalam konflik bersenjata. 

 

BAB III: PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan situs kebudayaan internasional 

dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter dan konvensi UNESCO dalam 

hubungannya dengan perlindungan situs kebudayaan serta sanksi bagi para pihak 

pengrusak situs kebudayaan. 
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BAB IV: PENUTUP 

Bab IV merupakan bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang 

diajukan berkenaan dengan hasil-hasil dan kesimpulan penelitian.  
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